
 

 

 

BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR 3 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PATI  

NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN BIAYA 

PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertimbangkan kenaikan 

harga barang dan penambahan kebutuhan barang 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati maka 

Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang 

Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten 

Pati Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 76 

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar 

Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati 

Tahun 2018, perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 

Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan 

Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 

2018; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang   

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam   

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah 

Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat 

Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap;  

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 

23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 

21); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 



19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102); 

20. Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang 

Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten 

Pati Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 

2017 Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 

2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan 

Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018 

(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 76); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 43 TAHUN 2017 

TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN BIAYA 

PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018.  

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pati 

Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga dan 

Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018 (Berita 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang 

Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati 

Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 

Nomor 76) diubah sebagai berikut :  

1. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52101; 

Honorarium PNS kegiatan 52101.1; Honorarium Panitia 

Pelaksana Kegiatan; setelah Kode rekening  52101.1.168, 

ditambah 6 (enam) uraian kode rekening lagi yaitu: 

52101.1.169 sampai 52101.1.174, sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Bupati ini.  



2. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52102; 

Honorarium Non PNS kegiatan 52102.2; Honorarium 

Pegawai Honorer / Tidak Tetap; setelah kode rekening 

52102.2.23, ditambah 4 (empat) uraian kode rekening 

lagi yaitu: 52102.2.24, 52102.2.25, 52102.2.26 dan 

52102.2.27, sehingga menjadi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.  

3. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening  52201; 

Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.1; kegiatan 

Belanja Alat Tulis Kantor Uraian kegiatan 52201.1.1, 

52201.1.4, 52201.1.9, 52201.1.13, 52201.1.29 sampai 

dengan 52201.1.34, 52201.1.36, 52201.1.39, 

52201.1.40, 52201.1.43, 52201.1.47 sampai dengan 

52201.1.49, 52201.1.61, 52201.1.68, 52201.1.72, 

52201.1.74 sampai dengan 52201.1.76, 52201.1.80 

sampai dengan 52201.1.94, 52201.1.96, 52201.1.99, 

52201.1.101 sampai dengan 52201.1.103, 52201.1.109, 

52201.1.110, 52201.1.113, 52201.1.117, 52201.1.121, 

52201.1.131, 52201.1.135, 52201.1.137 sampai dengan 

52201.1.140, 52201.1.142 sampai dengan 52201.1.144, 

52201.1.149, 52201.1.180, 52201.1.184, 52201.1.186 

sampai dengan 52201.1.191, 52201.1.194, 52201.1.196, 

52201.1.218, 52201.1.240, 52201.1.245, 52201.1.251 

sampai dengan 52201.1.253, 52201.1.256 sampai 

dengan 52201.1.258, 52201.1.272 sampai dengan 

52201.1.274, 52201.1.276, 52201.1.277, 52201.1.279 

sampai dengan 52201.1.282, 52201.1.292, 52201.1.293, 

52201.1.299, 52201.1.302, 52201.1.309 sampai dengan 

52201.1.311, 52201.1.315 sampai dengan 52201.1.318, 

52201.1.324, 52201.1.325, 52201.1.332, 52201.1.344, 

52201.1.348 sampai dengan 52201.1.350, 52201.1.355, 

52201.1.358, 52201.1.367, 52201.1.378, 52201.1.384, 

52201.1.385, 52201.1.393 sampai dengan 52201.1.396, 

52201.1.398, 52201.1.400, 52201.1.406, 52201.1.407, 

52201.1.409, 52201.1.411, 52201.1.413, 52201.1.416, 

52201.1.418, 52201.1.419, 52201.1.421, 52201.1.424, 

52201.1.425, dan 52201.1.439, diubah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Bupati ini. 



4. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52202; 

Belanja Bahan Material kegiatan 52202.12; Belanja 

Hadiah uraian kegiatan mulai 52202.12.84 dan 

seterusnya diubah, dan ditambah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan 

Bupati ini. 

5. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52202; 

Belanja Bahan Material kegiatan 52202.15; Belanja 

Pembuatan Dekorasi/Spanduk/Stand/Pameran/Papan 

nama, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum 

dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 

6. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52203; 

Belanja Jasa Kantor kegiatan 52203.23; Belanja Jasa 

Advokasi, kegiatan 52203.23.43 diubah sehingga 

menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran 

Peraturan Bupati ini. 

7. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52206; 

Belanja Cetak dan Penggandaan, kegiatan 52206.2; 

Belanja Penggandaan, uraian kegiatan 52206.2.1 diubah, 

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 

lampiran Peraturan Bupati ini. 

8. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52210.7; 

Belanja Sewa Stand Pameran diubah, sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan 

Bupati ini. 

9. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52330; 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meja 

dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat, kegiatan 52330.1; 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meja 

Kerja Pejabat, setelah kode rekening 52330.1.2 ditambah 

1 (satu) uraian kode rekening yaitu 52330.1.3 sehingga 

menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal 13 Januari 2018 

BUPATI PATI, 

Ttd. 

HARYANTO 

 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal 13 Januari 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

Ttd. 

SUHARYONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 3 

 

 


